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BAB 2

PERJANJIAN JUAL BELI ENERGI ANTARA PT PLN (PERSERO)
DENGAN PENGEMBANG SWASTA

2.1 PERJANJIAN JUAL BELI ENERGI REZIM LAMA

Dalam thesis ini yang dimaksudkan dengan Perjan]izsd Beli Energi
("Energy Sales Contract/E®E* Rezim Lama adalah Perjanjian Jual Beli Energi
yang ditandatangani sebelum berlakunya Undang-Undém. 27 tahun 2003
tentang Panas Bumi ("UU No. 27 tahun 2003”). PgiganJual Beli Energi rezim
lama merupakan perjanjian tripartit antara Pertamgebagai Penjual, PLN
sebagai Pembeli dan Pengembang Swasta sebagai neendaeliverer).
Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Lama merupakatu gangkaian dengan
Perjanjian Kerjasama OperasiJ@int Operation Contract/JOG* yang dibuat
antara Pertamina sebagai Pemil®wnel dan Pengembang Swasta sebagai
Kontraktor dan berlaku di seluruh proyek pusatikdenaga panas bumi yang ada
sebelum diundangkannya UU No. 27 tahun 2803.

Dalam rezim hukum sebelum berlakunya UU No. 27 naB003 tentang

Panas Bumi Pertamina memiliki peran sentral sebgmamerima kuasa

24 «An ESC, an integral part of the JOC, is an agreenanong the contractor and supplier of
geothermal steam, Pertamina as the seller, and RksNhe purchaser of geothermal energy.
Under this agreement, the production period forivdely of geothermal energy from each unit is
30 years from the date of commercial generationefach unit. The term of an ESC is 42 y€ars
Definisi ini ditemukan dalam Energy News, “IndorsgsiGeothermal Development”, halaman 9,
Report, 15 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh KzaluBesar Amerika Serikat.

% A JOC is a legal agreement between the contracamd Pertamina, representing the
government. Pertamina is responsible for the manaant of the operation and the contractor is
responsible for the production of geothermal enefigyn the contract area, the conversion of
energy to electricity and the delivery of geotherramergy or electricity. The JOC allows
operations for 42 years, including a production ipdr of 30 years. The Build-Own-Operate
contracts have, in each case, a partnership egsjtjt of 90-10. Pertamina presently has no
equity stake in any of the projects, its role beiagollect compensation as the resource holder.
The electricity is sold on the basis of an Energhe$ Contract, which is normally denominated in
dollars and obligates PLN to purchase electricity @ take-or-pay basis for a period of 30 years
or more Definisi ini ditemukan dalam Energy News, “Indsi@s Geothermal Development”,
halaman 9, Report, 15 Februari 2002 yang dikeluadteh Kedutaan Besar Amerika Serikat.

6 Embassy of the United States, Energy News, “Indiare Geothermal Development”, Report,
15 Februari 2002
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pengusahaan eksplorasi dan eksploitasi sumber pamasuntuk pembangkitan

energi/listrik di Indonesia. Dalam implementasinif&rtamina bertindak sebagai
Penjual dalam Perjanjian Jual Beli Energi Rezim &aRLN sebagai Pembeli dan
Pengembang Swasta sebagai Pengabiiverer) atas listrik yang dijualbelikan

dalam Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Lama beadas Keputusan Presiden
No. 16 tahun 1974, Keputusan Presiden No. 22 tdlf981 juncto Keputusan

Presiden No. 45 tahun 1991 tentang Panas Bumi, ngadadang No. 15 tahun
1985 tentang Ketenagalistrikan dan Keppres No.aBnnt 1992 tentang Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta.

Peraturan hukum dan perundangan rezim lama yangadiedasar
dilaksanakannya pengusahaan potensi panas bumadnerjergi listrik adalah
(1) Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat-ayat (2)(8atndang-Undang Dasar
1945; (2) Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 196(atenPerairan Indonesia
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan aemhbNegara Nomor
1942); (3) Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 196@ate Pertambangan
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 &fob33, Tambahan
Lembaran negara Nomor 2070); (4) Undang-undang Mo&olrahun 1971
tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Begara (Lembaran
Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Belyamor 2971)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Ndfoiahun 1974
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 64, Tambahan aemhbNegara Nomor
3045); (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentKetenagalistrikan
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambaharbasan Negara Nomor
3371); (6) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 188&ng Penyediaan dan
Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tah889 1Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3395); 7. Keputésasiden Nomor 22
Tahun 1981 juncto Keputusan Presiden Nomor 45 T4844.

Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Lama bersama dengerjanjian
Kerjasama Operasi¢int Operation Contract/JOCOmengatur hak dan kewajiban

27 |bid
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para pihak selama masa berlakunya perjanjian-gematersebut. Dalam salah
satu contoh Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Lathatur hak kewajiban para
pihak sepertiScope and General Understandifiuang Lingkup Pekerjaan dan
Pengertian Umum)Definitions (Definisi Istilah), Term (Jangka Waktu Kontrak),
Building, Project Implementation (Pelaksanaan Proyek)Construction of
Facilities (Konstruksi Fasilitas),Control of Environment Impact and Waste
Disposal Facilities(Pengendalian atas Dampak terhadap Lingkungar-dsititas
Pengelolaan Limpah)PRrice (Harga), Payment (Pembayaraddint Committee
(Komite Bersama)Termination and Defaul{Pemutusan Perjanjian dan Cidera
Janji), Force Majeure(Kejadian Kahar)Assignmen{Pengalihan)Consultation
and Arbitration(Konsultasi dan ArbitraseRroper Law(Hukum yang Mengatur)

danMiscellaneous Provision@eraturan Lain-lain).

Dalam beberapa Perjanjian Jual Beli Energi Rezirmd,akami juga
menemukan ada pengaturan perimaemnification (Indemnifikasi), Insurance
(Asuransi), Training Program(Program Pelatihan)ndonesian ContentKonten
Lokal Indonesia), sertAppendixyang berisi aturan perihal Initilditial Estimate
of ScheduléPerkiraan Awal atas Jaduahnancing Date Documen{®okumen-
dokumen pada Tanggal Diperolehnya Pembiayalgest to Determine Unit Rated
Capacity (Tes untuk menentukan kapasitas unit terpasabgscription of
Contract Area(Map) (Uraian Wilayah Kontrak (Peta)Metering (Alat Pengukur
Meter), Schedule of Insurance Requiremerfadual Persyaratan Asuransi),
Consent (Persetujuan/izin) damndonesian Translationterjemahan ke dalam

Bahasa Indonesi&y.

Dalam rezim hukum sebelum diundangkannya UU No &un 2003
tentang Panas Bumi, pengembang swasta selain menjsak “Pengantar”
(Deliveren dalam Perjanjian Jual Beli Energi dengan PLNajugenjadi pihak
Kontraktor dalam Perjanjian Kerjasama Operasi den@ertamina dimana

pengembang swasta diwajibkan mengalokasikan 4%peadapatan operasional

“8PLN - Energy Sales Contract, 1995
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bersih kepada Pertamina dan tambahan 34% pendapatasional bersih

kepada Pemerintah Republik IndoneSia.

Dalam perkembangannya, implementasi PerjanjianBelaEnergi Rezim
Lama mendapatkan ujian pada saat terjadinya kmsiseter yang diikuti dengan
krisis ekonomi di Asia pada paruh kedua dekade 9Pangerakan nilai tukar
rupiah dengan mata uang asing, khususnya dollariken8erikat menimbulkan
gejolak di berbagai bidang yang mengganggu dan ntenpembangunan proyek
infrastruktur dengan skala besar, termasuk pusttklitenaga panas bumi yang

padat modal dengan resiko tinggi.

Gejolak mata uang akibat krisis moneter di Indaméserakibat pada
keluarnya kebijakan Pemerintah Republik Indonessd&sarkan permintaan
International Monetary Fund (“IMF”) untuk menertatk Keppres No. 39 tahun
1997 yang meninjau dan menunda proyek-proyek dtefar dengan eksposur
hutang dalam valuta asing, termasuk proyek pembargypembangkit listrik
tenaga panas bumi di Karaha-Bodas dan Dieng-Patuha.

Dengan dikeluarkannya Keppres No. 39 tahun 1997ggrabang swasta
dalam gugatan arbitrasenya mendalilkan PLN (dataPéma) telah cidera janiji
dalam memenuhi kewajiban kontraknya berdasarkajaffien Jual Beli Energi
Rezim Lama dan harus membayar ganti rugi kepada pangembang swasta
meskipun cidera janji tersebut bukan disebabkamakan langsung oleh
Pertamina dan PLN melainkan oleh Pemerintah Repubtionesia. Di tahun
1998, Pemerintah Republik Indonesia, PLN dan Pen@migugat oleh Karaha-
Bodas Co. LLC dalam forum arbitrase di Jenewa séit& digugat oleh

Himpurna California Energy dalam forum arbitrase TPLDieng-Patuh& di

2 EKONID, Market Study:Geothermal Sector in Indonesia: Potential, Develept and
Prospective’ Jakarta 30 September 2008
%GTZ, “Energy Policy Framework Conditions for Elécity Markets and Renewable Energies -
%16 Country Analyses”, Eschborn, November 2009

Ibid
¥Marwan Batubara, Kasus KBC:Konspirasi Jahat Prdyeibangkit Listrik Panas Bumi dalam
buku 'Menggugat Pengelolaan Sumber Daya Alam, MenujuaNe@erdaulat

Jakarta KPK-N, 2009
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Jakarta. Dalil yang digunakan para penggugat d&tsus tersebut di atas adalah
PLN dan Pertamina telah cidera janji atas kewajlgandalam Perjanjian Jual
Beli Energi Rezim Lama dan PLN serta Pertaminaktidapat menggunakan
alasan telah terjadForce Majeure Evenkarena Pemerintah Republik Indonesia
mengeluarkan Keppres No. 39 tahun 1997 juncto Kesaut Presiden No. 5 tahun
1998 yang menghentikan kelanjutan proyek para prhgeg swasta, namun para
Pengembang Swasta yaitu Karaha Bodas Co. LLC dampitha California
Energy mendalilkan bahwa mereka telah dirugikarh ddebijakan Pemerintah
Republik Indonesia dengan mengeluarkan Keputusasiden No. 29 tahun 1997
juncto Keputusan Presiden No. 5 tahun 1998 dan mehpembayaran ganti rugi
atas biaya yang telah dikeluarkan serta laba yaiarasnya diperoleh oleh
Karaha Bodas Co. LLC dari Pemerintah, PLN dan Rena®

2.2 PERJANJIAN JUAL BELI ENERGI REZIM BARU

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 27 tahui8 2éntang
Panas Bumi, Indonesia memasuki babak baru dalargupahaan panas bumi.
Dalam era ini, diperkenalkan pola hubungan hukunmu bdengan bentuk
hubungan hukum bipartit Perjanjian Jual Beli EndRgizim Baru antara PLN
dengan pengembang swasta tanpa adanya Kontraks&mega OperasiJint
Operation Contragtdengan pihak Pertamina, melainkan dengan penmbé&iia
Usaha Pertambangan ("lUP”) yang dikeluarkan oledtaimsi yang berwenang,
yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untingkat Pemerintah Pusat,

Gubernur untuk tingkat Provinsi dan Bupati untuigkiat Kabupatef’

¥ Sulistiono Kertawacandylemetik Hikmah Kasus Karaha Bod&inar Harapan 8 Mei 2007.
Diunduh 22 April 2010.

% Power generation, transmission, distribution ammtigermal concessions will be licensed
activities with separate offtake or service agresméetween users and the Business Entity. The
licensing authority will be the: sMinister: for p&w projects connected to the national grid, or for
geothermal concessions that cross provinces;

« Governor: for cross city/regency infrastructunghim a province; or geothermal concessions that
cross city/

regency boundaries; ¢ Mayor/Regent: for electridgitjrastructure or geothermal concessions
completely within a single city/ regency dalam Gtinating Ministry of Economic Affairs-Public
Private Partnership-Investor's Guidé/hat Private Investors Should Know About Invesiimg
Indonesia’s Infrastructurg April 2010
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Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Baru mengatur tiak kewajiban para
pihak (dalam hal ini PLN sebagai Pembeli energi plamgembang swasta sebagai
penjual energi) selama masa berlakunya perjanj@agah cakupan aturan yang
serupa dengan Perjanjian Jual Beli Listrik Rezinmha Aturan tersebut antara
lain tercantum dalam Pasal-Pasal yang mengatur jlk&amapara pihak sebagai
berikut: Scope and General Understandiri@®uang Lingkup Pekerjaan dan
Pengertian Umum)Definitions (Definisi Istilah), Term (Jangka Waktu Kontrak),
Building, Project ImplementatiorfPelaksanaan Proyekjrice (Harga),Payment
(Pembayaran)Joint CommittegKomite Bersama)Consultation and Arbitration
(Konsultasi dan Arbitrase)fForce Majeure (Kejadian Kahar), Assignment
(Pengalihan)Termination and Defaul{(Pemutusan Perjanjian dan Cidera Janji),
Proper Law (Hukum yang Mengatur),Indemnification (Ganti Kerugian),
Insurance(Asuransi),Training Program(Program Pelatihan)pdonesian Content
(Konten Lokal Indonesia), davliscellaneous Provision@eraturan Lain-lain)>

Sementara itu appendix dalam Perjanjian Jual Ber§i Rezim Baru
mengatur hal sebagai berikuiitial Estimate of Schedul@erkiraan Awal atas
Jadual), Financing Date Documents(Dokumen- dokumen pada Tanggal
Diperolehnya Pembiayaan)est to Determine Unit Rated Capacifiyes untuk
menentukan kapasitas unit terpasani@gscription of Contract AreaMap)
(Uraian Wilayah Kontrak (PetaMetering (Alat Pengukur Meter)Schedule of
Insurance  Requirements (Jadual  Persyaratan  Asuransi), Consent
(Persetujuan/lzin) darindonesian Translation(terjemahan ke dalam Bahasa

Indonesia).

Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Baru disusun @&ng
mengakomodasikan perubahan peraturan undang-unddatgm hal ini
dikeluarkannya Undang-undang No. 27 tahun 2003atentPanas Bumi serta
Peraturan Pelaksanaannya dan adanya bentuk hublunigam bipartit yang tidak
lagi melibatkan Pertamina sebagai pemilik uap pdmasi, melainkan proses
pengadaan uap panas bumi diserahkan kepada peahegattu Pemerintah Pusat

% Draft Energy Sales Contract, PLN, 2009
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dalam hal Wilayah Kerja Pertambangan terletak dalgtayah lebih dari satu
provinsi, Gubernur dalam hal Wilayah Kerja Pertangazm terletak dalam
wilayah lebih dari satu Kabupaten dan Bupati dalaal Wilayah Kerja
Pertambangan terletak dalam wilayah suatu Kabupg#erg kemudian akan

menerbitkan IUP bagi pemenang lelang wilayah KBgaas Bumi®

2.3 PERBANDINGAN PERJANJIAN JUAL BELI ENERGI REZIM
LAMA DAN BARU

Meskipun Undang-undang No. 27 tahun 2003 tentan@$8umi telah
dikeluarkan sekitar 7 tahun yang lalu, namun pebamgan Perjanjian Jual Beli
Energi Rezim Baru sampai dengan tahun 2010 tidakydda mengalami
perkembangan berarti kecuali berubahnya pola huwudgkum antara pihak
dalam perjanjian dari tripartit (Pertamina, PLN d@engembang Swasta) menjadi
bipartit (PLN dan Pengembang Swasta) dengan tidakya lagi peran Pertamina
sebagai pihak dalam Perjanjian Kerjasama Operasn&adigantikan oleh sistem
Izin Usaha Pertambangan.

Dalam Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Lama (daerkait dengan
Perjanjian Kerjasama Operasi), Pengembang Swastalikikewajiban kepada
dua pihak, yaitu kepada Pertamina yang merupakamlipedan penjual uap
panas bumi dan PLN sebagai pembeli uap panas thahkan Pengembang
Swasta juga wajib mengalokasikan 34% pendapatamasipeal bersih bagi
Pemerintah Republik Indonesia. Dalam rezim hukuimelsen Undang-undang
No. 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi, Pihak Partaman PLN dilibatkan
sejak awal proses pengadaan uap panas bumi sel?eg@anina dan khususnya
PLN sebagai pembeli uap panas bumi dalam Perjadjiah Beli Energi Rezim
Baru dapat lebih awal mengetahui hak dan kewajipariarhadap Pengembang

Swasta, meskipun kewajiban PLN dalam PerjanjiahBet Energi Rezim Lama

% Undang-Undang No. 27 tahun 2003 tentang Panas,Biemibaran Negara Rl Tahun 2003 No.
115 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4327.
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tersebut baru dilaksanakan beberapa tahun setefeimgatanganan Perbandingan
Perjanjian Jual Beli Energi dengan Pengembang Gwvaast Pertamina.

Perbedaan yang sangat jelas hampak setelah terthitmyang-undang No.
27 tahun 2003 tentang Panas Bumi dimana PengemBamgta tidak lagi
diwajibkan mengalokasikan 34% pendapatan operdsiomraih bagi Pemerintah
Republik Indonesia dan PLN tidak lagi dilibatkanjakeawal dalam proses
pengadaan Wilayah Kerja Panas Bumi yang pada hedbgralelangan Wilayah
Kerja Pertambangan menimbulkan kesulitan pada saaenang lelang hendak
melakukan perundingan Perjanjian Jual Beli Enesgigdn PLN. Sementara itu
Pertamina tidak lagi menjadi pihak dalam Perjanjiaal Beli Energi Rezim Baru,
suatu hal yang menjadi konsekuensi logis dari dingfannya Undang-Undang
No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yamemcabut kewenangan
Pertamina sebagai regulator dalam bidang pertanaimangnyak dan gas bumi
(termasuk pengusahaan panas bumi berdasarkan lseplare22 tahun 1981
juncto Keppres No. 45 tahun 1991). Meskipun Pemandicabut kewenangannya
sebagai regulator dalam pengusahaan minyak dabugasdan dipindahkan ke
BP Migas (Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Mingan Gas Bumi),
namun Pertamina tetap dapat berperan sebagai pbaggmpanas bumi

sebagaimana pengembang swasta lainnya.

Dalam Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Baru pengemg tidak lagi
berhubungan dengan Pertamina, melainkan mendapptkgek pengembangan
panas bumi melalui mekanisme lelang terBlkang diadakan oleh Pemerintah
(baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupemerintah Kabupaten)
sebagai penyelenggara lelang Wilayah Kuasa Pertagaba panas bumi.
Pemenang lelang Wilayah Kuasa Pertambangan panas yang kemudian
menjadi pengembang swasta berhubungan dengan Plam dgenyusunan
Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Baru, sehinggdapoubungan hukumnya
menjadi antara pengembang swasta sebagai penjei@i eiengan PLN sebagai
pembeli energi. Dari penelaahan yang kami lakuklami, contoh Perjanjian Jual

" Undang-undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Panasi Bembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaegiatd Republik Indonesia Nomor 4327

Universitas Indonesia
Menemukan asas..., Yerri Anullah, FH Ul, 2010.



21

Beli Energi Rezim Baru yang tersedia, meskipuntasizerapa penambahan pasal,
namun isi dan ketentuan di dalamnya masih banyakgarabil ketentuan dari
Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Lama, termasuka jiterjadi sengketa,
mekanisme penentuan peristiwa cidera janji, pementejadian kaharfdrce
majeurg serta pemutusan perjanjian dan penyelesaian etngknasih
menggunakan mekanisme yang sama dengan PerjanpaiBdli Energi Rezim

Lama.

Pasal yang mengatur tentang peristiwva pemutusganpan dan cidera
janji dalam Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Ladaam Baru masih dalam bahasa
dan prosedur yang sama dimana jika salah satu ,plek penjual maupun
pembeli masuk dalam kategori yang ditentukan dgtasal tentang pemutusan
perjanjian dan cidera janji dalam Perjanjian Juali Bnergi Lama dan Baru dan
peristiwa tersebut tidak dapat diubah atau dip&rhizlam waktu 60 hari (di pasal
lain 180 hari), maka peristiwa tersebut merupakanspwa pemutusan perjanjian

dengan segala akibat hukumnya.

2.4 IMPLEMENTASI PERJANJIAN JUAL BELI ENERGI REZIM
BARU

Sejak UU No. 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi ukkan, Perjanjian
Jual Beli Energi Rezim Baru mulai disusun dengala pmbungan hukum baru
yaitu bipartit antara PLN dengan Pengembang Swpastaegang Izin Usaha
Pertambangan yang akan menjadi penjual energabepeisat listrik tenaga panas
bumi mencapai Tanggal Operasi Komersi@oinmercial Operation Daje
Meskipun UU No. 27 tahun 2003 tentang Panas Butahtéama dikeluarkan,
namun dirasakan pengaturan di tingkat pelaksanaasihnbelum cukup jelas
mengatur hubungan serta pembagian hak dan kewafbtera Pengembang
Swasta dengan PLN, seperti apakah PLN terikat aehgega jual energi yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daslablum lelang dilakukan?
atau apakah PLN dapat melakukan negosiasi dengak plengembang Swasta

dalam menetapkan harga jual terbaik bagi keduahh@teak meskipun telah ada
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harga tertentu yang disebutkan dalam dokumen lelavitayah kuasa

pertambangan panas bumi? Jika Pengembang Swasthngagdapatkan jumlah
panas bumi yang cukup untuk membangkitkan listekakah PLN terkena
dampaknya sehingga harus bertanggungjawab atagi&eryang diderita oleh

Pengembang Swasta? (seperti dalam kasus PLTP Ratugpaerhenti pada waktu
krisis moneter dimana Pengembang Swasta belum rpatkde konfirmasi

jumlah panas bumi yangffirmative untuk membangkitkan listrik pada PLTP
Patuha).

25 HAK DAN KEWAJIBAN PLN DAN PENGEMBANG SWASTA
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ENERGI REZIM LAMA

Kewajiban pengembang swasta (seller) dalam perjargn jual beli enerqi

rezim lama adalah sebagai berikut:

Penjual bertanggungjawab at4s:

38 SELLER shall be responsible for:

(@) the preparation of the EPC Contract, the financamgangement for and the
development of the geothermal power plant projeetdinafter shall be referred to
as “Project”) and any other agreements to be emtéméo by SELLER in
connection therewith;

(b) arranging for the design, engineering, supply, eonstruction of the Project in
accordance with the design and equipment paramdtarshe financing of the
project and for operation and maintenance of thatpin each case in accordance
with applicable Legal Requirements, and using reaBte and prudent business
judgment all contracts entered into by and on HedfébELLER providing for any
of the foregoing;

(c) the due and proper application for, and diligenifereto obtain, all Consents, all
renewals thereof and any other Governmental Authtidns that are required in
connection with the transactions contemplated leyRoject Documents and that
are required to be in SELLER’s name;

(d) the due and proper application for, and diligenftereto obtain, all work permits,
employment passes, dependence’s passes, visaghemdoermits required for all
individual involved in the Project on behalf of pursuant to the contracts with
SELLER;

(e) the provision of all reasonable and customary nregswithin its control required
to ensure the protection and security of the Site;

) making the Non-Exclusive Easement available to PLN;
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1.1 Penyiapan Kontrak Engineering, Procurement and @aion
dengan EPC Kontraktor, pengaturan dan pencarianbipgaan
untuk proyek pembangunan pusat listrik panas kgeianjutnya

disebut sebagai “Proyek”) dan semua perjanjiamjarnyang akan

SELLER shall furnish Performance Security Staget his own cost to BUYER in an amount
equal to 5% (five percent) of EPC value estimatod shall be effective as of from the Contract
signing date until financial closing or 30 (thirtyays after termination which earlier occur.

SELLER shall furnish Performance Security Staget Bis own cost to BUYER in an amount
equal to 5% (five percent) of EPC value estimaton shall be effective as of financial closing
until Commercial Operation Date (COD) or 60 (sixthgys after termination which earlier occur.

The performance security shall be issued preferapheputable local banks or foreign banks
operating in Indonesia.

Unless and until an official receipt is issued By\EER for the security deposit, the BUYER wiill
not recognized or accept any such deposit asliinffithe requirements of this Section. The failure
to maintain a valid performance security all tineessprovided despite reminder by the BUYER
shall be a material breach of Contract.

In the event of any default or breach of this Cacttion the part of the SELLER, the BUYER may
take over and convert into money any performancargg.

The validity of the performance security shall betoanatically extended under the same
conditions for any and all modifications, alterasp variations and extensions of time of the
Contract as they may occur during in accordancé wie Contract and without the BUYER

having to supply notification of or obtain consémtsuch modifications, alteration, variations of
extensions of time to the Contract.

SELLER shall be responsible for the risks

4.1.1. Financing for the Project within the agreed timbestule.

4.1.2. Construction of the Project until it achieves Comoiad Operation Date.
4.1.3. Operation of the geothermal power plant.

Reliability of the geothermal power plant in gerigrg electricity and supply it to the Buyer in
accordance with this Contract.

Responsibility for field Facilities and GeneratingFacilities.

During the Contract Term of this Contract, SELLERs direct, manage and be responsible for
the operation, maintenance (including the drillsfgmake-up wells, as determined necessary by
SELLER) and repair (including replacement of pagsdetermined by SELLER) of all the Field
Facilities and General Facilities.
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dibuat oleh Penjual sehubungan dengan pemenuhaajikannnya
dalam Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Lama.;

1.2 Pengaturan dan penyiapan desain, rekayasa, swgndiahstruksi
Proyek sesuai dengan ketentuan standar atas dksaiperalatan,
untuk pembiayaan atas Proyek dan pengoperasiana sert
pemeliharaan atas Proyek, setiap saat sesuai détgam Hukum
yang berlaku dan dengan menggunakan upaya yang Bl
penuh kehati-hatian, mengambil keputusan bisnikai@n dengan
seluruh kontrak yang dimasuki dan dibuat oleh Ranju

sebagaimana disebutkan di atas;

1.3 Aplikasi yang benar dan wajar serta kehati-hatiaalam
memperoleh semua perizinan, pembaruan atas izig gda dan
semua Persetujuan Pemerintah yang dipersyaratkdamda
transaksi yang tercantum dalam Dokumen Proyek diunden
yang diwajibkan untuk dibuat atas nama Penjual;

1.4 Aplikasi yang benar dan wajar serta penuh kehdighadalam
memperoleh seluruh izin ketenagakerjaan, izin thggekerja
asing serta Kkeluarganya, visa serta izin-izin layang
dipersyaratkan bagi keterlibatan seseorang dalayeRrini baik

atas nama atau sesuai dengan perjanjiannya deitgdnRenjual;

15 Penyediaan seluruh tindakan yang wajar dan bidaskutian dalam
kendalinya yang dipersyaratkan untuk memastikarinoemgan
dan keamanan Lokasi Proyek;

1.6 Pembuatan Fasilitas Non-eksklusif yang disediakdankuPLN;

Penjual juga diwajibkan untuk menyediakan Jaminalak3anaan Proyek

Tahap 1 atas biaya dan bebannya sendiri dengamhusalma dengan 5% (lima
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persen) dari nilai estimasi Engineering, Procurdng@m Construction dan harus
sudah efektif pada saat tanggal penandatanganganjer Jual Beli Energi
Rezim Lama sampai dengan tanggal Diperolehnya mamainancial closing
atau 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemutil®amanjian, mana saja yang
terjadi lebih dahulu.

Penjua juga diwajibkan untuk menyediakan JamindakBanaan Proyek
Tahap 2 atas biaya dan bebannya sendiri dengamhusalma dengan 5% (lima
persen) dari nilai estimasi Engineering, Procurdng@m Construction dan harus
sudah efektif pada saat tanggal Diperolehnya Piajafimancial closing sampai
dengan Tanggal Operasi Komersial atau 60 (enamhpuiari setelah tanggal

pemutusan Perjanjian, mana saja yang terjadi kéoulu.

Jaminan Pelaksanaan ini harus diterbitkan oleh bzt yang bereputasi

baik atau bank asing yang beroperasi di Indonesia.

Kecuali dan sampai penerimaan resmi diterbitkarh dlembeli untuk
security deposijt Pembeli tidak akan mengakui atau menerima sedgposit
tersebut sebagai pemenuhan persyaratan d&actionini. Kegagalan dalam
memelihara jaminan pelaksanaan yang sah setiapuwsdibagaimana yang
ditentukan menjadi pengingat untuk Pembeli bahwh teesebut merupakan
pelanggaran Kontrak.

Dalam hal terjadi cidera janji atau pelanggaramtkak ini dalam bagian
Penjual, Pembeli dapat mengambil alih dan menaaika dalam bentuk uang

setiap jaminan pelaksanaan.

Keabsahan jaminan pelaksanaan harus secara otodiggspanjang
menurut kondisi yang sama untuk setiap dan selunaldifikasi, perubahan,
penambahan dan perpanjangan waktu Kontrak sebagaiyeng dapat terjadi
selama Kontrak berlangsung dan tanpa pemberitahai@u memperoleh
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persetujuan dari Pembeli terhadap modifikasi, pemab, penambahan dan
perpanjangan waktu Kontrak seperti yang telah ditein.

Penjual juga bertanggungjawab atas resiko-resiko smgai berikut:

4.1.1. Pembiayaan untuk Proyek dalam jadual waktu yarahtdisepakati para
pihak.

4.1.2. Konstruksi atas Proyek sampai Proyek mencapai Tangdperasi

Komersial.

4.1.3. Pengoperasian pusat listrik panas bumi.

Penjual juga bertanggungjawab atas kehandalan pes#& panas bumi
dalam membangkitkan listrik dan menyuplainya kep&émbeli (PLN) sesuai
dengan ketentuan dalam Perjanjian Jual Beli Erfeegim Lama.

Tanggungjawab atas fasilitas lapangan dan fasilitapembangkit.

Selama jangka waktu kontrak, Penjual harus menadian, mengelola
dan bertanggungjawab atas pengoperasian dan peaemaelih (termasuk
pengeboran dari sumur-sumur yang diperbaiki sebzgaa dianggap perlu oleh
Penjual) dan memperbaiki (termasuk penggantian stddang sebagaimana

ditentukan oleh Penjual) atas seluruh Fasilitasabgpn dan Fasilitas Umum.

Penjual berkewajiban menjual energi kepada PLNksE&gnggal Operasi
Komersial,Unit Rated Capacity danNet Electrical Outpdf dari masing-masing

unit pembangkit.

39 «Unit Rated Capacity’ shall mean the average gross kilowatt generataygacity of a Unit

determined by operating the Unit at its maximunaiatible output for continuous seventy—two
(72) hour test, with all equipment operating withi@nufacturer’s specifications. Such generating
capacity shall be measured at the Metering Poihe @eneration and equipment data shall be
recorded during the test, and Unit generating dgpaball be corrected to design and operating
conditions in accordance with test procedures stibthby the manufacturer and mutually agreed
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Hak Dan Kewajiban PLN dalam Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Lama:

2 Pembeli bertanggungjawab atas hal-hal sebagaiuierik

2.1. Bekerjasama dan secara wajar membantu Penjual dalam
mengidentifikasi, mempromosikan dan mendukung pbaonan izin-
izin yang diajukan oleh Penjual termasuk dalam [@an
permohonan tersebut, sehingga dapat mempercepahip@ngan atas
permohonan yang diajukan tersebut oleh instansieRetah Republik
Indonesia yang berwenang, dengan mengingat bahwaopenan
tersebut harus sesuai dengan Persyaratan Hukum benteku dan
Syarat serta ketentuan dari setiap Dokumen Progek perhubungan

dengan permohonan atas perizinan tersebut;

2.2. Permohonan yang benar dan wajar serta kehati-hatialam
memperoleh semua perizinan, pembaruan atas izig yala dan
semua Persetujuan Pemerintah yang dipersyaratki&a, gda,
sehubungan dengan transaksi yang tercantum dalgamjze ini;

yang secara wajar diminta oleh Penjual, mendiskmsikProyek dengan
menyediakan informasi tentang Pembeli yang terdealm publik bagi pihak lain

yang menyediakan pembiayaan bagi Proyek, selantamdsetiap saat, bahwa
Pembeli tidak akan diwajibkan baik atas namanyaliseatau atas nama pihak
lainnya untuk membuat pernyataan-pernyataan atgigjgaji sehubungan dengan

setiap pembahasan atau sehubungan dengan pengatmdnayaan (kecuali

to by BUYER and SELLER. Such test will be perfornfed each Unit once per Calendar Year
and once following each major overhaul of such {Jmibvided however, that (i) such test may be
performed more frequently by mutual agreement efRlarties, and (i) upon request by BUYER,
such test shall be performed at any time at whicth $Jnit shall have failed to provide an average
Availability Factor of at least 0.5 for the immetdiy preceding three (3) Months;

40“Net Electrical Output” shall means the net energy delivered by SELLERWYER from
each Unit, in kWh, as measured at the MeteringtRadithe end of each Month;

Universitas Indonesia
Menemukan asas..., Yerri Anullah, FH Ul, 2010.



28

penyataannya sehubungan dengan pengalihan atasjRerjni kepada pihak lian
tertentu).

Pembeli memiliki hak istimewa sebagai berikut**

Setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian, Pembwmiliki hak
istimewa untuk membeli asset dari Penjual sejurhiatga yang disepakati Para
Pihak paling lambat 180 hari sebelum berakhirnyagha waktu Perjanjian.
Kegagalan untuk mencapai kesepakatan antara plaa,Rikan memperpanjang
jangka waktu Perjanjian dengan menggunakan hargé&dtodi bulan terakhir
sebagai harga kontraknya.

Pembeli bertanggungjawab atas resiko sebagai beriku

4.2.1. Akses terhadap Pasar

4.2.2. Volume Pasar

26 HAK DAN KEWAJIBAN PLN DAN PENGEMBANG SW ASTA

DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ENERGI REZIM BARU

Dalam Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Baru, P&iaak Sepakat
Mengatur Hak Dan Kewajiban Pengembang Swasta (Bigi§ebagai Berikut:

41 BUYER's privilege.

After the end of terms of Contract, BUYER shall ddkie privilege rights to purchase assets from
SELLER in the amount that agreed by the Parti¢seatatest 180 (One Hundred Eighty) days
before end of terms of Contract. The failure toi@sdd agreement between the Parties, shall be
extend of terms of Contract with the latest morahtract price used as contract price.
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Penjual bertanggungjawab atas:

2.6.1Penyiapan Kontrak Engineering, Procurement and @gion
dengan EPC Kontraktor, pengaturan dan pencarianbipgaan
untuk proyek pembangunan pusat listrik panas b{s@lanjutnya
disebut sebagai “Proyek”) dan semua perjanjiannisnyang akan
dibuat oleh Penjual sehubungan dengan pemenuhaajikannnya

dalam Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Lama.;

2.6.2Pengaturan dan penyiapan desain, rekayasa, sugakahstruksi
Proyek sesuai dengan ketentuan standar atas d#maiperalatan,
untuk pembiayaan atas Proyek dan pengoperasiansarteliharaan
atas Proyek, setiap saat sesuai dengan Aturan Hytumig berlaku
dan dengan menggunakan upaya yang wajar serta peshdti-
hatian, mengambil keputusan bisnis berkaitan dengaluruh
kontrak yang dimasuki dan dibuat oleh Penjual seibaana
disebutkan di atas;

2.6.3Aplikasi yang benar dan wajar serta kehati-hatiaard memperoleh
semua perizinan, pembaruan atas izin yang ada dsnuas
Persetujuan Pemerintah yang dipersyaratkan dalansaksi yang
tercantum dalam Dokumen Proyek dan dokumen yangjidhkan
untuk dibuat atas nama Penjual;

2.6.4Aplikasi yang benar dan wajar serta penuh kehdighadalam
memperoleh seluruh izin ketenagakerjaan, izin @hggkerja asing
serta keluarganya, visa serta izin-izin lain yamgesyaratkan bagi
keterlibatan seseorang dalam Proyek ini baik atasanatau sesuai

dengan perjanjiannya dengan pihak Penjual;
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2.6.5Penyediaan seluruh tindakan yang wajar dan bidakudtan dalam
kendalinya yang dipersyaratkan untuk memastikahngeingan dan

keamanan Lokasi Proyek;

2.6.6Pembuatan Fasilitas Non-eksklusif yang disediakankuPLN;

Seller juga diwajibkan untuk menyediakan Jaminatak®anaan Proyek
Tahap 1 atas biaya dan bebannya sendiri sejumlal{lib®a persen) dari nilai
estimasi Engineering, Procurement dan Constructéanharus sudah efektif pada
saat tanggal penandatanganan Perjanjian Jual BeligERezim Lama sampai
dengan tanggal Diperolehnya Pinjaman (financiabiolg) atau 30 (tiga puluh)

hari setelah tanggal pemutusan Perjanjian, maaayaag terjadi lebih dahulu.

Penjua juga diwajibkan untuk menyediakan JamindakBanaan Proyek
Tahap 2 atas biaya dan bebannya sendiri dengamhusalma dengan 5% (lima
persen) dari nilai estimasi Engineering, Procurdnaam Construction dan harus
sudah efektif pada saat tanggal Diperolehnya Piafa(financial closing) sampai
dengan Tanggal Operasi Komersial atau 60 (enamhpuiari setelah tanggal
pemutusan Perjanjian, mana saja yang terjadi kdéiulu.

Jaminan Pelaksanaan ini harus diterbitkan olek h#@l yang bereputasi

baik atau bank asing yang beroperasi di Indonesia.

Kecuali dan sampai penerimaan resmi diterbitkarh ddembeli untuk
security deposjt Pembeli tidak akan mengakui atau menerima sedgposit
tersebut sebagai pemenuhan persyaratan d&eationini. Kegagalan dalam
memelihara jaminan pelaksanaan yang sah setiapuwsédbagaimana yang
ditentukan menjadi pengingat untuk Pembeli bahwh teesebut merupakan

pelanggaran Kontrak.
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Dalam hal terjadi cidera janji atau pelanggaran tkaaini dalam bagian
Penjual, Pembeli dapat mengambil alih dan mencamka dalam bentuk tunai

setiap jaminan pelaksanaan.

Keabsahan jaminan pelaksanaan harus secara otowfipgspanjang
menurut kondisi yang sama untuk setiap dan selunaldifikasi, perubahan,
penambahan dan perpanjangan waktu Kontrak sebagaiyeng dapat terjadi
selama Kontrak berlangsung dan tanpa pemberitahai@u memperoleh
persetujuan dari Pembeli terhadap modifikasi, penab, penambahan dan

perpanjangan waktu Kontrak seperti yang telah ditkein.

Penjual juga bertanggungjawab atas resiko-resiko s&gai berikut:

1.1Pembiayaan untuk Proyek dalam jadual waktu yanghtelisepakati para

pihak.

1.2Konstruksi atas Proyek sampai Proyek mencapai Tar@gerasi Komersial.

1.3Pengoperasian pusat listrik panas bumi.

Penjual juga bertanggungjawab atas kehandalan pissak panas bumi
dalam membangkitkan listrik dan menyuplainya kep&embeli (PLN) sesuai
dengan ketentuan dalam Perjanjian Jual Beli Erfeegim Lama.

Tanggungjawab atas fasilitas lapangan dan fasilitapembangkit.

Selama Jangka waktu kontrak, Penjual harus merabkah, mengelola
dan bertanggungjawab atas pengoperasian dan pemaelih (termasuk
pengeboran dari sumur-sumur yang diperbaiki sebzgaa dianggap perlu oleh
Penjual) dan memperbaiki (termauk penggantian stékadang sebagaimana
ditentukan oleh Penjual) atas seluruh Fasilitasabgpn dan Fasilitas Umum.
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Hak dan Kewajiban PLN:

Pembeli bertanggungjawab atas hal sebagai berikut:

1.3.1Bekerjasama dan secara wajar membantu Penjual dalam
mengidentifikasi, mempromosikan dan mendukung plonan
izin-izin yang diajukan oleh Penjual termasuk dal@enyiapan
permohonan tersebut, sehingga dapat mempercepinipamgan
atas permohonan yang diajukan tersebut oleh insR@merintah
Republik Indonesia yang berwenang, dengan mengibgdiva
permohonan tersebut harus sesuai dengan Persyatakammn yang
berlaku dan syarat serta ketentuan dari setiap DekuProyek yang

berhubungan dengan permohonan atas perizinan trseb

1.3.2Permohonan yang benar dan wajar serta kehati-hafi@am
memperoleh semua perizinan, pembaruan atas izig wgala dan
semua Persetujuan Pemerintah yang dipersyaratkka, gda,
sehubungan dengan transaksi yang tercantum dalgamji ini;

yang secara wajar diminta oleh Penjual, mendiskmsikProyek dengan
menyediakan informasi tentang Pembeli yang terdealig publik bagi pihak lain

yang menyediakan pembiayaan bagi Proyek, selamiamndsetiap saat, bahwa
Pembeli tidak akan diwajibkan baik atas namanyaliseatau atas nama pihak
lainnya untuk membuat pernyataan-pernyataan atgigjgaji sehubungan dengan
setiap pembahasan atau sehubungan dengan pengatmdnayaan (kecuali

penyataannya sehubungan dengan pengalihan atasjRerjni kepada pihak lain

tertentu).
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Pembeli memiliki hak istimewa sebagai berikut:

Setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian, Pembemiliki hak
istimewa untuk membeli asset dari Penjual sejurhiatga yang disepakati Para
Pihak paling lambat 180 hari sebelum berakhirnyagha waktu Perjanjian.
Kegagalan untuk mencapai kesepakatan antara plaa,Rikan memperpanjang
jangka waktu Perjanjian dengan menggunakan harg&rdtodi bulan terakhir

sebagai harga kontraknya.
Pembeli bertanggungjawab atas resiko sebagai beriku
4.2.3. Akses terhadap Pasar

4.2.4. Volume Pasar

2.7 PENERAPAN PERATURAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN JUAL BELI ENERGI

Pelaksanaan pengusahaan panas bumi di Indonesip sgd@ma beberapa
dekade menggunakan pola IPRdependent Power Produgedengan karakter
harga jual listrik yang tinggi dan memberikan keungan yang tinggi kepada
investor dinilai cenderung memperlambat perkembangektor panas bumi.
Pemerintah pada tahun 2000 mengeluarkan Keputuszsiden No. 76 tahun
2000 untuk menarik minat investor berusaha di ldaanas bumi namun upaya
tersebut belum menunjukan hasil yang menggembiraBampai dengan tahun
2005, baru 7 (tujuh) wilayah panas bumi yang dikengkan yaitu di Kamojang,
Darajat, Wayang Windu and Salak in Jawa Barat; @idhJawa tengah dan
Sibayak di Sumatera Utara dan Lahendong di Sulalitesa®?

42 Surya Suryantoro, Syafra Dwipa, Ratna Ariati danyd DarmaGeothermal Deregulation and
Energy Policy in Indonesjamakalah dalam Proceedings World Geothermal Cesgg005
Antalya, Turkey, 24-29 April 2005
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Pemerintah sejak 2003 sampai dengan 2010 secai@hdgrmengeluarkan
peraturan hukum yang berkaitan dengan pengusahaaraspbumi dan
pemanfaatannya dari Undang-Undang, Peraturan Reatesampai ke Peraturan
Menteri. Peraturan tersebut terdiri atas UndangddgdNo. 27 tahun 2003
tentang Panas Bumi dan Undang-Undang No 30 tahu@9 2ftentang
Ketenagalistrikan; Peraturan Pemerintah No. 59 naB007 tentang Kegiatan
Usaha Panas Bumi, Peraturan Pemerintah No. 3 ta005 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1989 tentBegyediaan dan
Pemanfaatan Tenaga Listrik, Peraturan Pemerintah28aahun 2006 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. &0Ontd989 tentang
Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik; PeratBrasiden No. 5 tahun
2006 tentang Kebijakan Energi Nasional; Peraturaamteti ESDM No. 0010
tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Kgaéstikan Untuk Lintas
Provinsi atau yang Berhubungan Dengan Jaringansiiriasn Nasional, Peraturan
Menteri ESDM No. 002 tahun 2006 tentang Pengusalf®mbangkit Tenaga
Energi Terbarukan Skala Menengah, Peraturan MeB&DM No. 25 tahun 2008
tentang Tata Cara Penetapan Kebijakan PembatasukBrodPertambangan
Mineral Nasional, Peraturan Menteri ESDM No. 26ur@2008 tentang Pedoman
Penetapan Daerah Usaha Bagi Usaha Penyediaan Tdoagk Untuk
Kepentingan Umum, Peraturan Menteri ESDM No. 2624/500.3/2008 tentang
Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga Listrik TaHi083/ang Disediakan Oleh
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaak Nistyara, Peraturan Menteri
ESDM No. 02 tahun 2009 tentang Pedoman Penugasaai fendahuluan Panas
Bumi, Peraturan Menteri ESDM No. 05 tahun 2009 aegt Pedoman Harga
Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) d&perasi atau Badan
Usaha Lain, Peraturan Menteri ESDM No. 11 tahun92@nhtang Pedoman
Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi, Perdile@ateri ESDM No. 31
tahun 2009 tentang Harga Pembelian Tenaga LisarigyMenggunakan Energi
Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau kelebirearaga Listrik, Peraturan
Menteri ESDM No. 32 tahun 2009 tentang Harga PatoRambelian Tenaga
Listrik Oleh PT PLN (Persero) dari PembangkitantriksTenaga Panas Bumi;
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Peraturan Menteri Keuangan No. 78/pmk.010/ 200%aten Pembebasan Bea
Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Pengusalraeras Bumi Berdasarkan
Kontrak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 2huh 2003 tentang
Panas Bumi, Peraturan Menteri Keuangan No. 26/ptok2005 tentang
Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kaegidsaha Panas Bumi,
Peraturan Menteri Keuangan No. 177/pmk.011/2007atgn Pembebasan Bea
Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulmydk Dan Gas Bumi
Serta Panas Bumi, Peraturan Menteri Keuangan N2/PRAK.011/2008 Pajak
Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Imparang Untuk Kegiatan
Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi SertaaBaBumi Pada Tahun

Anggaran 2009.

Selain daripada itu Pemerintah telah terlebih daimeéngeluarkan Keputusan
Presiden No. 37 tahun 1992 tentang Usaha Penyedieanga Listrik Oleh
Swasta, Keputusan Presiden No. 38 tahun 1998 tgnRerubahan Atas
Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentangdJPa&myediaan Tenaga
Listrik Oleh Swasta dan Keputusan Presiden No. urta2000 tentang
Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembmmdlehaga Listrik.

Sejak Indonesia merintis kegiatan pengusahaan gamaspada tahun 1974
dan diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Preshe. 22 tahun 1981 juncto
Keputusan Presiden No. 45 tahun 1991 sampai detagum 2003, pasal-pasal
Perjanjian Pasal-pasal dalam Perjanjian Jual Bekr§i Rezim Lama belum
pernah mendapatkan ujian dalam kaitannya dengamrgeen penyelesaian
sengketa, baik penyelesaian secara damai atau rdengéalui proses gugat-
ginugat di forum arbitrase.

Akibat yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya Kegan Presiden No. 39
tahun 1997 juncto Keputusan Presiden No. 5 tahun98 19yang
menghentikan/menunda/meninjau kembali kelanjutanyek-proyek skala besar
yang sudah ditandatangani perjanjiannya memiliknplak hukum diajukannya
Pemerintah, Pertamina dan PLN ke forum arbitragernasional dan berakibat

disitanya rekening Pertamina di bank-bank luar riagguk kasus Karaha Bodas

Universitas Indonesia
Menemukan asas..., Yerri Anullah, FH Ul, 2010.



36

Company LLC versus Pertamina dan PLN dan diajukarkigim asuransi atas
resiko politik oleh Himpurna California Energy kejsa Overseas Private
Investment Corporation ("OPIC”) yang selanjutnya ngidaim Pemerintah
Republik Indonesia untuk membayar ganti rugi kepa@aC berdasarkan Traktat
Investasi 1967 antara Indonesia dan Amerika Serikat

Tindakan Pemerintah yang menghentikan/menunda/ijaenkembali proyek-
proyek skala besar inilah yang dijadikan dasar dall pengugat bahwa telah
terjadi peristiwa kaharf¢rce majeure eveptsehingga Penggugat tidak dapat
melanjutkan hak dan kewajibannya dalam Perjanjiaal Beli Energi Rezim
Lama dengan Pertamina serta PLN sehingga pelaksaoaganjian menjadi
terhenti frustrated dan membuat Penggugat memilih untuk mengajukasalaia

ini ke forum arbitrase internasional.

Dalam forum arbitrase internasional, kasus Karale@a® Company LLC
melawan Pertamina dan PLN serta dalam kasus HimpQalifornia Energi
melawan PLN dalam kasus PLTP Dieng Patuha padankuektu 1998 sampai
dengan 2000, Pasal-pasal dalam Perjanjian Jual Beérgi Rezim Lama
khususnya pasal-pasal mengeharmination and DefaulfPemutusan Perjanjian
dan Cidera Janji)JForce Majeure (Kejadian Kahar), darConsultation and
Arbitration (Konsultasi dan Arbitrase) menunjukan daya kemgaygng keras dan
tegas pada saat terjadi perselisihan yang berugengketa antara PLN sebagai
pembeli tunggal listrik dengan Himpurna Califorriimergy LLC dan Karaha
Bodas Company LLC.

Sengketa ini terjadi akibat timbulnya lonjakan kghan PLN dalam
Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Lama setelah ioMersikan ke dalam Rupiah
dalam karena adanya "adjustment factor” yang m&ryada nilai mata uang

asing dibanding waktu sebelum terjadi krisis monete

Pemeriksaan fakta dan dokumen dalam perkara a®jtrpenerapan dan

penafsiran pasal-pasal dalam Perjanjian Jual Bedrdgt Rezim Lama khususnya
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pasal-pasal yang tersebut di alinea di atas diakulukan oleh arbiter Indonesia
saja, bahkan dalam kasus Karaha Bodas Company $¢l@ruh anggota Majelis
Arbitrase Arbitral Tribunal membensberasalkan dari Prancis, Italia serta Mesir

yang tidak memiliki keahlian dalam hukum Indonesia.

Meskipun para arbiter tersebut bukanlah berasalmi@onesia, namun dengan
menerapkan asas konkordansi serta kedekatan akamhperdata di Indonesia
dengan hukum perdata di Belanda dan Perancis ménplawa arbiter dengan
leluasa melakukan kajian atas fakta-fakta dalankgsartersebut tanpa terikat
dengan ketentuan melaksanakan pemeriksaan peikaasvdh hukum Indonesia.
Hal ini dimungkinkan karena dalam Perjanjian Juali EEnergi dan Perjanjian
Kontrak Kerjasama dalam PLTP Karaha Bodas ada keteryang membolehkan
arbiter memutuskan perkara tanpa diwajibkan mengdapeitimbangan hukum
dengan secara ketat dari ketentuan perundangarbgaladgsu di Indonesi&’

Hasil pemeriksaan arbiter tersebut adalah pihakodedia mendapatkan
beberapa kekalahan meskipun ada beberapa dalilgerdPertamina dan PLN)
yang diterima oleh Majelis Arbitrase seperti tidadanyaDeemed Dispacth
Payment (pembayaran atas energi listrik yang dihasilkamipengkit yang
dianggap telah dapat beroperasi) atas pembangigt lyalum terbangun sehingga
PLN belum berkewajiban membeli listrik dari pemblhgang masih belum ada

sehingga dapat mengurangi jumlah klaim yang diajukeh Penggugat.

Pengalaman berharga yang didapatkan pihak Indodekan proses arbitrase
di tahun 1998 sampai dengan 2000 memberikan penahdmahwa ada yang
harus diperbaiki secara mendasar dalam pengusglaaeas bumi di Indonesia.
Pihak Indonesia, khususnya PLN sebagai pembeligain@gole offtakey listrik
yang dihasilkan pengembang listrik swasta harus |t sebelum mengikatkan

dirinya ke dalam Perjanjian Jual Beli Energi meggin2 buah kasus besar

“3 Energy Sales Contract, Section 8.2.(b) mengaturTte Parties agree that the Tribunal, in
making the decision shall not be bound by stridééswof law where they consider the application
thereof to particular matters to be inconsistenttmthe spirit of this contract and the underlying
intent of the Parties
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arbitrase saja sudah memberikan kerugian yang séegar bagi PLN dan juga
Pemerintah, apakah lagi jika PLN digugat oleh b&arB@ngembang Swasta.
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